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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP 

di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang 

tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif hanya diraih 

oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebanyak 288 KPP lainnya (84%) 

belum mencapai efektif. 

1.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk KPP yeng tingkat efektivitas penerimaan pajaknya belum 

dapat mencapai efektif disarankan dalam menentukan target 

sebaiknya disesuaikan dengan potensi penerimaan yang ada 

selain itu untuk para petugas pajak hendaknya selalu 

berkompeten dan professional dalam mengemban tugas 

mengumpulkan pajak Negara. Kemudian bagi KPP yang 

tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif untuk 

kedepannya diharapkan bisa dipertahankan. 

2. Selanjutnya diharapkan KPP bisa memberikan penyuluhan / 

sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan 
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masyarakat guna meningkatkan kesadaran WP dalam 

kejujuran melaporkan laporan keuangannya dan 

membayarkan pajak terutangnya yang nantinya diperuntukkan 

untuk penerimaan Negara. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

sejenis diharapkan untuk dapat memperpanjang rentang waktu 

penelitian karena dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan data sebanyak dua tahun yaitu data tahun 2015 

dan 2016.  
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